



A. Latar Belakang Masalah 
Negara Indonesia adalah merupakan negara hukum yang demokratis 
berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 bukan berdasarkan atas 
kekuasaan semata. Indonesia sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi hak asasi 
manusia dan menjamin semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam 
hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan tanpa ada 
kecualinya. Dengan memperhatikan hal di atas, semua aspek kehidupan baik dibidang 
sosial, politik, budaya, ekonomi, dan sebagainya senantiasa diatur dan ditata oleh 
hukum, baik hukum tertulis yaitu hukum positif yang dibuat dan disusun oleh badan 
legislatif maupun hukum tidak tertulis yaitu hukum yang hidup dan ditaati dalam 
masyarakat. 
Di dalam perkembangan jaman dan perkembangan adat istiadat di negara kita 
ini, penegakan hukum di Indonesia saat ini menghadapi permasalahan yang sangat 
berat dan rumit. Tuntutan akan keadilan hukum merupakan manifestasi dari 
penegakan hukum haruslah menjadi sesuatu yang diutamakan. Harapan bersama akan 
terwujudnya penegakan hukum di Indonesia bisa terwujud bila seluruh aparat penegak 
hukum dengan partisipasi dari seluruh rakyat bertekad dengan sepenuh hati untuk 
merealisasikannnya. Rakyat menjadi pihak yang harus mentaati hukum, tidak akan 
merasa terpaksa atau berat untuk mentaati hukum apabila hukum diterapkan secara 
adil untuk semua lapisan masyarakat tanpa membedakan golongan dan tingkat sosial. 
Setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama di depan hukum, baik 
hak untuk mendapatkan perlindungan dan kewajibn dalam kaitannya untuk mentaati 
hukum. 
Upaya menjunjung tinggi hukum tersebut terwujud dalam perencanaan 
pembangunan di bidang hukum sebagaimana termaktub dalam Ketetapan Majelis 
Permusyawaratan Rakyat Nomor : II/MPR/1983 tentang Garis-garis Besar Haluan 
Negara, bahwa perlu mengadakan pembangunan serta pembangunan hukum nasional 
juga berusaha meningkatkan dan memantapkan kemampuan dan kewibawaan aparat 
penegak hukum serta sikap dan perilaku para pelaksana penegak hukum, 
meningkatkan pembinaan dalam rangka meningkatkan citra dan wibawa hukum 
dengan aparatnya demi tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan harkat dan 
martabat manusia. 
Sejak berlakunya Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara 
Pidana yang memuat ketentuan yang berkaitan dengan proses peradilan pidana yang 
lebih mencerminkan cita-cita hukum nasional bangsa Indonesia, dengan 
menitikberatkan pada perhatian jaminan dan perlindungan hak asasi manusia. Hak 
yang dimaksud antara lain hak tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum sejak 
saat penangkapan hingga penahanan oleh penyidik polri. Penerapan perlindungan hak 
asasi pemeriksaan pendahuluan oleh penyidik dengan memberitahukan hak-hak 
tersangka pada saat pemeriksaan dimulai dan dari penyidik menunjuk penasehat 
hukum, sebagaimana diatur dalam pasal 56 ayat (1) KUHAP. KUHAP tersebut sangat 
menjunjung tinggi, lebih memberi jaminan dan penghormatan terhadap harkat dan 
martabat manusia, dimana tersangka dari tingkat pendahuluan yaitu pada tahap 
pelaksanaan putusan hakim atau pengabdian dijamin hak asasinya. Diharapkan 
dengan diberlakukannya KUHAP tersebut kiranya dapat membantu seluruh lapisan 
masyarakat untuk menghayati hak dan kewajibannya serta untuk meningkatkan 
pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang 
masing-masing kearah tegaknya hukum, keadilan dan kepastian hukum.  
Terkait mengenai kasus yang diteliti, berawal dari Adi Pradana yang 
melakukan tindakan perampokan bersama dengan teman – temannya dan juga orang 
tuanya pada hari Kamis tanggal 01 Mei 2008 sekitar jam 14.00 Wib di Toko Emas 
ALADIN dan Toko Emas KAUSAR alamat Pasar Jongke No. 8-9 Jl. Dr. Rajiman 
Laweyan Jongke Surakarta, pada saat melakukan perampokan terdapat korban tewas 
dan luka – luka yaitu dari pembeli toko emas tersebut. Dalam perampokan tersebut, 
Adi Pradana dan teman – temannya membawa hasil curian nya berupa emas batangan, 
kalung, gelang, dan lainnya. Dikarenakan Adi Pradana merasa terganggu atas 
perlawanan pembeli , maka dia menembakkan senjata api ke pembeli tersebut sampai 
meninggal dunia, Terdapat juga dua korban selamat yang juga tertembak. Padahal 
situasi tempat perampokan saat itu cenderung ramai, para perampok tidak segan – 
segan menembak kearah korban. Dalam masa pengejaran, Adi Pradana bersembunyi 
di Semarang. Di saat itu juga Ayah dari Adi Pradana yang bernama William Sing 
meninggal karena sakit. Maka dari itu dalam penuntutan terdakwa, pihak Jaksa 
mengambil saksi dari teman terdakwa atau para pelaku yang tertangkap yang dipisah 
perkaranya. Dalam hal ini disebut juga saksi mahkota. Dikarenakan kurangnya jumlah 
saksi untuk membuktikan kebenaran perkara tersebut.  
 Dalam kedudukannya sebagai instrumen hukum publik yang mendukung 
pelaksanaan dan penerapan ketentuan hukum pidana materiil, maka Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) 
telah memiliki rumusan sistem pembuktian tersendiri. Adapun rumusan sistem 
pembuktian tersebut adalah untuk mendukung tujuan dari pada hukum acara pidana, 
yaitu untuk mencari dan memperoleh atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran 
materiil. 
Kebenaran materiil adalah kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari suatu 
perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan 
tepat, dengan tujuan untuk mencari pelaku yang dapat didakwakan melakukan 
pelanggaran hukum, meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna 
menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan, dan apakah 
orang yang didakwakan ini dapat dipersalahkan. 
Untuk mendukung implementasi rumusan sistem pembuktian tersebut harus 
berpedoman pada asas-asas yang berlaku dalam proses peradilan pidana, seperti asas 
praduga tidak bersalah (presumption of innocence), asas persamaan dihadapan hukum 
(equality before the law) dan asas pemeriksaan akusator.  
Sebagai perwujudan asas praduga tidak bersalah, maka di dalam Pasal 66 
KUHAP ditegaskan bahwa tersangka atau terdakwa sebagai subjek dalam setiap 
tingkatan pemeriksaan tidak dibebani dengan kewajiban pembuktian. Hal tersebut 
merupakan bentuk perlindungan hak asasi terdakwa sebagai konsekuensi dari 
dianutnya asas pemeriksaan akusator dalam KUHAP. 
Sebagai subjek dalam pemeriksaan, maka tersangka atau terdakwa diberikan 
kebebasan untuk melakukan pembelaan diri terhadap dakwaan yang ditujukan kepada 
dirinya. Pasal 52 KUHAP menyebutkan bahwa "dalam pemeriksaan pada tingkat 
penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan 
secara bebas kepada penyidik atau Hakim". Dengan kata lain terdakwa mempunyai 
hak untuk ingkar, yakni berhak untuk mengingkari setiap keterangan ataupun 
kesaksian yang memberatkan dirinya serta berhak untuk mengingkari terhadap 
dakwaan yang didakwakan kepadanya karena dilindungi oleh asas praduga tak 
bersalah. 
Ditinjau dari perspektif sistem peradilan pidana, maka perihal pembuktian 
merupakan hal yang sangat penting bagi setiap pihak yang terlibat secara langsung 
dalam proses pemeriksaan perkara pidana, khususnya dalam hal menilai terbukti atau 
tidak terbuktinya kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Bagi penuntut umum, 
maka pembuktian merupakan faktor yang sangat penting dalam rangka mendukung 
tugasnya sebagai pihak yang memiliki beban untuk membuktikan kesalahan terdakwa. 
Berbeda halnya dengan advokat dalam kapasitasnya sebagai penasihat hukum, 
maka pembuktian merupakan faktor yang penting dalam rangka melakukan 
pembelaan yang optimal terhadap terdakwa selaku kliennya. Dalam kapasitasnya 
sebagai pihak yang memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan pada 
tingkatan pengadilan maka perihal pembuktian merupakan faktor yang juga sangat 
menentukan bagi hakim dalam mendukung pembentukan faktor keyakinan hakim. Hal 
tersebut sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan Pasal 183 KUHAP yang pada 
pokoknya menjelaskan bahwa hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa 
harus didasarkan pada minimal dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim yang 
terbentuk didasarkan pada alat bukti yang sah tersebut. Apabila ditinjau dari 
perspektif yuridis, maka dalam hal pembuktian tersebut harus berisi ketentuan tentang 
jenis alat bukti dan ketentuan tentang tata cara pembuktian yang dilakukan secara 
benar dan tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang dengan melanggar hak 
asasi terdakwa.  
Dalam praktek pembuktian perkara pidana di persidangan dikenal alat adanya 
alat bukti yang disebut dengan istilah saksi mahkota. Pada dasarnya, istilah saksi 
mahkota tidak disebutkan secara tegas dalam KUHAP. Penggunaan alat bukti saksi 
mahkota hanya dapat dilihat dalam perkara pidana yang berbentuk penyertaan, dan 
terhadap perkara pidana tersebut telah dilakukan pemisahan (splitsing) sejak proses 
pemeriksaan pendahuluan di tingkat penyidikan. 
Selain itu, munculnya dan digunakannya saksi mahkota dalam perkara pidana 
yang dilakukan pemisahan tersebut didasarkan pada alasan karena kurangnya alat 
bukti yang akan diajukan oleh penuntut umum. Dalam perkembangannya, ternyata 
muncul berbagai pendapat, baik yang berasal dari praktisi maupun akademisi, 
mengenai penggunaan saksi mahkota sebagai alat bukti dalam pemeriksaan perkara 
pidana.  
Sebagian pihak berpendapat bahwa penggunaan saksi mahkota diperbolehkan 
karena bertujuan untuk tercapainya rasa keadilan publik. Namun sebagian 
berpendapat, bahwa penggunaan saksi mahkota tidak dibolehkan karena bertentangan 
dengan hak asasi dan rasa keadilan terdakwa. Bahkan perbedaan persepsi tentang 
penggunaan saksi mahkota ini juga muncul dalam berbagai yurisprudensi putusan 
Mahkamah Agung Republik Indonesia.  
Saksi mahkota dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 1986 K/Pid/1989, 
adalah teman terdakwa yang dilakukan secara bersama-sama yang diajukan sebagai 
saksi untuk membuktikan dakwaan penuntut umum dimana dalam hal ini perkaranya 
dipisah dikarenakan kurangnya alat bukti. Di dalam Putusan ini memang 
membenarkan adanya pengajuan saksi mahkota yang mana keterangannya 
dipergunakan sebagai alat bukti bersama dengan keterangan saksi yang lain. 
Di dalam Putusan Mahkamah Agung RI yang lain No. 1174 K/Pid/1994 dan 
No. 1592 K/Pid/1994 tidak membenarkan adanya penggunaan saksi mahkota. 
Menurut putusan ini saksi mahkota juga pelaku, yang diajukan sebagai terdakwa 
dalam dakwaan yang sama oleh terdakwa yang diberikan kesaksian. Sebagaimana 
ketentuan untuk menjadi seorang saksi adalah ia harus melihat, mendengar ataupun 
mengalami sendiri karena apabila diketahui bahwa keterangannya adalah palsu, maka 
ia dapat dikenakan dengan pidana atas kesaksiannya tersebut. 
Berdasarkan ketentuan tersebut adalah bertentangan dengan hak terdakwa, 
karena sebenarnya saksi mahkota sendiri adalah juga terdakwa. Disini saksi mahkota 
mengalami tekanan psikis bagaikan makan buah simalakama, karena secara implisit 
membuktikan perbuatan yang ia lakukan dengan kesaksian yang benar karena adanya 
ancaman pidana dalam posisinya sebagai terdakwa tidak dapat mengingkari atau 
membela diri (karena terikat sumpah ketika menjadi saksi). Hal inilah yang membuat 
hak-hak saksi mahkota serasa percuma karena tidak dapat digunakan. 
Berdasarkan uraian di atas tidak jarang dalam proses Pengadilan 
menggunakan saksi mahkota dalam mengungkap fakta hukum dan fakta peristiwa 
karena keterbatasan alat bukti. Tidak semua perkara pidana boleh menggunakan saksi 
mahkota, hanya perkara tertentu saja dalam hal terdapat sifat penyertaannya. Disini, 
hakim berhak untuk mempertimbangkan mengenai kesaksian yang diberikan oleh 
saksi mahkota, karena ia juga telah terikat sumpah. Dalam penetapan putusan oleh 
majelis hakim, berhak untuk mempertimbangkan atau tidak terhadap keterangan saksi 
mahkota tersebut. Disinilah yang menjadi pertanyaan, ketika saksi keterangannya 
diindahkan oleh majelis hakim, maka bagaimanakah kekuatan pembuktiannya. 
Maka berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan  
menyusunan dalam suatu skripsi yang diberi judul: ANALISIS PENGGGUNAAN 
SAKSI MAHKOTA OLEH PENUNTUT UMUM KEJAKSAAN NEGERI 
SURAKARTA DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PENCURIAN DENGAN 
PEMBERATAN DAN KAITANNYA DENGAN ASAS NON SELF 
INCRIMINATION (Studi Kasus Dalam Putusan Pengadilan Negeri Surakarta 
Nomor: 333 /Pid.B/2011/PN.Ska) 
  
